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PEMETAAN LEGAL FRAMEWORK DALAM
PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK
PENYANDANG DISABILITAS

Ade Arif Firmansyah & Budiyono '

A. Pendahuluan

Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan
UUDNRI Tahun 1945 menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan
martabat manusia. Hak asasi manusia sebagai hak dasar yang secara
kodrati melekat pada diri manusia bersifat universal, perlu dilindungi,
dihormati, dan dipertahankan, sehingga Pelindungan dan hak asasi
manusia terhadap kelompok rentan, khususnya Penyandang Disabilitas
wajib untuk diupayakan oleh semua pihak.*

Salah satu materi Perubahan UUD 1945 adalah adanya jaminan
terhadap hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara.
Perubahan itu dapat dilihat sebagai wujud kesadaran tentang
pentingnya perlindungan hak asasi manusia dan hak konstitusional
warga negara, yang tumbuh dan menjadi ruh reformasi. Jaminan serupa
juga telah dirumuskan dalam TAP MPR Nomor XVII /MPR /1998 tentang
Hak Asasi Manusia yang kemudian isinya menjadi materi UU Nomor 39
Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, sebelum akhirnya dituangkan
dalam Perubahan UUD 1945. Hak konstitusional warga negara yang
dijamin dalam UUD 1945 meliputi berbagai aspek kehidupan, baik sipil,
politik, ekonomi, maupun sosial.

Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang
Disabilitas merupakan kewajiban negara, sehingga masyarakat
mempunyai tanggung jawab untuk menghormati hak Penyandang
Disabilitas. Penyandang Disabilitas selama ini mengalami banyak

! Ade Arif Firmansyah & Budiyono adalah dosen Bagian Hukum Tata Negara, Fakultas
Hukum Universitas Lampung.
2 Penjelasan Umum UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
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Diskriminasi yang berakibat belum terpenuhinya pelaksanaan hak
Penyandang Disabilitas.’ Selama ini, pengaturan mengenai Penyandang
Disabilitas diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang
Penyandang Cacat, tetapi pengaturan ini belum berperspektif hak asasi
manusia. Materi muatan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997
tentang Penyandang Cacat lebih bersifat belas kasihan (charity based)
dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas masih dinilai sebagai
masalah sosial yang kebijakan Pemenuhan haknya baru bersifat jaminan
sosial, rehabilitasi sosial, bantuan sosial, dan peningkatan kesejahteraan
sosial. Penyandang Disabilitas seharusnya mendapatkan kesempatan
yang sama dalam upaya mengembangkan dirinya melalui kemandirian
sebagai manusia yang bermartabat.*

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011
tentang Pengesahan Convention on the Rights of Persons with
Disabilities (Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas) tanggal 10
November 2011 menunjukkan komitmen dan kesungguhan Pemerintah
Indonesia untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak
Penyandang Disabilitas yang pada akhirnya diharapkan dapat
meningkatkan kesejahteraan Penyandang Disabilitas. Dengan demikian,
Penyandang Disabilitas berhak untuk bebas dari penyiksaan atau
perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan martabat
manusia, bebas dari eksploitasi, kekerasan dan perlakuan semena-
mena, serta berhak untuk mendapatkan Penghormatan atas integritas
mental dan fisiknya berdasarkan kesamaan dengan orang lain, termasuk
di dalamnya hak untuk mendapatkan Pelindungan dan pelayanan sosial
dalam rangka kemandirian, serta dalam keadaan darurat. Oleh karena
itu, Pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban untuk
merealisasikan hak yang termuat dalam konvensi, melalui penyesuaian
peraturan perundang-undangan, termasuk menjamin Pemenuhan hak
Penyandang Disabilitas dalam segala aspek kehidupan seperti
pendidikan, kesehatan, pekerjaan, politk dan pemerintahan,
kebudayaan dan kepariwisataan, serta pemanfaatan teknologi,
informasi, dan komunikasi.’

Salah satu bentuk realisasi tersebut di tataran pemerintahan
daerah adalah dengan mengeluarkan peraturan daerah yang dapat

? Ibid.
* Ibid.
® Ibid.
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menjamin perlindungan, pemenuhan dan penghormatan hak
Penyandang Disabilitas. Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan,
tulisan ini lebih lanjut akan menggambarkan analisis pemetaan legal
framework dalam penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak
penyandang disabilitas yang tersebar dalam peraturan perundang-
undangan di Indonesia untuk mendukung pembentukan Peraturan
Daerah Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

B. Pembahasan

Perlindungan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 1)
tempat berlindung atau 2) hal (perbuatan, dsb) memperlindungi.
Adapun penyandang disabilitas yaitu orang yang memiliki keterbatasan
fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang
dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat
menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan
efektif berdasarkan kesamaan hak.® Keterbatasan yang dimiliki
penyandang disabilitas harus diupayakan pemenuhan haknya oleh
pemerintah dan pemerintah daerah melalui berbagai kebijakan-
kebijakan yang dilandasi hukum. Hal tersebut harus dilakukan sebagai
landasan untuk perlindungan dan pemenuhan hak penyandang
disabilitas agar dapat mendukung ruang gerak penyandang disabilitas di
berbagai bidang kehidupan, ditengah realitas saat ini yang masih
membatasi dan tidak ramah bagi penyandang disabilitas.

Dalam hal fasilitas umum misalnya, akan dapat menimbulkan
frustrasi bagi para penyandang disabilitas dalam menghadapi kenyataan
bahwa berbagai hambatan arsitektural di dalam bangunan-bangunan
dan fasilitas-fasilitas yang disediakan bagi kepentingan umum ternyata
tidak selalu mudah atau bahkan sering tidak memungkinkan bagi
mereka untuk berpartisipasi penuh dalam situasi normal, baik dalam
bidang pendidikan, pekerjaan maupun rekreasi. Beberapa contoh
hambatan arsitektural adalah tidak adanya trotoar, permukaan jalan
yang tidak rata, tepian jalan yang tinggi, lubang pintu yang terlalu
sempit, lantai yang terlalu licin, tidak tersedianya tempat parkir yang
sesuai, tidak tersedia lift, fasilitas sanitasi yang terlalu sempit, telepon
umum yang terlalu tinggi, tangga yang tidak berpagar pengaman,
jendela atau papan reklame yang menghalangi jalan, dan kondisi

® Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar
Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), him 526.

HAK KONSTITUSIONAL: Tebaran Pemikiran dan Gagasan 3



arsitektural lainnya.” Oleh karena itu pada tataran daerah, perlu
dibentuk payung hukum berupa peraturan daerah untuk
mengakomodasi kebutuhan tersebut.

Peraturan daerah sebagai salah satu jenis peraturan perundang-
undangan dalam pembentukannya tidak luput dari asas formal dan
materiil.® Apalagi substansinya merupakan norma sentral dalam
mewujudkan secara lebih konkret isi otonomi di suatu daerah. Untuk
mendapatkan kualitas peraturan daerah yang seperti itu, maka dalam
pembentukannya harus didasarkan pada beberapa asas. Pada
prinsipnya asas pembentukan peraturan perundang-undangan sangat
relevan dengan asas umum administrasi publik yang baik (general
principles of good administration).’

Dalam menentukan materi muatan, Pasal 6 Ayat (1) Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan menentukan bahwa materi muatan Perda
mengandung asas-asas tertentu. Adapun pada Pasal 2 Undang-
Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
menggariskan bahwa pelaksanaan dan Pemenuhan hak Penyandang
Disabilitas berasaskan:

a. Penghormatan terhadap martabat;
otonomi individu;
tanpa Diskriminasi;
partisipasi penubh;
keragaman manusia dan kemanusiaan;
Kesamaan Kesempatan;

me a0 T

” Didi Tarsidi. Aksisibilitas Lingkungan Fisik Bagi Penyandang Cacat. Makalah disajikan
pada Focus Discussion Group tentang Draft Raperda Pelindungan Penyandang Cacat Kota
Bandung. Kerjasama antara Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat UNPAD dengan
Sekretariat DPRD Kota Bandung, 22 Nopember 2008. HIm. 2.

8 |.C. Van der Vlies, Handboek Wetgeving (Buku Pegangan Perancang Peraturan
Perundang-Undangan), Dirjen Peraturan Perundang-Undangan DEPKUMHAM R, Jakarta,
2007. HIm 258-303. Lihat juga Attamimi, A. Hamid S. Peranan Keputusan Presiden Republik
Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara, Fakultas Pascasarjana
Universitas Indonesia, 1990 dan Maria Farida Indrati S. /Imu Perundang-undangan: Proses
dan Teknik Pembentukannya. JId 2. Yogyakarta: Kanisius, 2007.

? Ateng Syafrudin, Asas-asas Pemerintahan Yang Layak Pegangan Bagi Pengabdian
Kepala Daerah, dalam Himpunan Makalah Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik
(A.A.U.P.B), penyusun: Paulus Effendie Lotulung, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, him 38-
39.

1% Modul 1, Diklat Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan (Legal Drafting)
Depdagri-LAN, Jakarta, 2007.
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g. kesetaraan;

h. Aksesibilitas;

i. kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak;

j. inklusif; dan

k. perlakuan khusus dan Pelindungan lebih.
Sebagai komponen meta norma, asas-asas di atas harus diakomodasi
keberlakuannya pada pembentukan daerah tentang Perlindungan dan
Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Setelah komponen asas sebagai ruh dari peraturan daerah
disiapkan, maka selanjutnya dilakukan pemetaan peraturan
perundangan terkait perlindungan dan pemenuhan hak-hak
penyandang disabilitas sebagaimana disajikan pada tabel satu.

Tabel 1. Pemetaan Peraturan Perundangan Terkait Perlindungan
dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas

No. Aturan Keterkaitan Materi Pengaturan
1. Undang-Undang Pasal 28H ayat (2):
Dasar 1945 Setiap orang berhak mendapat kemudahan

dan perlakuan khusus untuk memperoleh

kesempatan dan manfaat yang sama guna

mencapai persamaan dan keadilan.

2. Undang-Undang Pasal 70 Ayat (1): “Perlindungan khusus

Nomor 23 Tahun 2002 | bagi anak yang menyandang cacat

tentang Perlindungan | sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59

Anak dilakukan melalui upaya:

a. perlakuan anak secara manusiawi
sesuai dengan martabat dan hak anak;

b. pemenuhan kebutuhan-kebutuhan
khusus; dan

c. memperoleh perlakuan yang sama
dengan anak lainnya untuk mencapai
integrasi sosial sepenuh mungkin dan
pengembangan individu.

Ayat  (2): “Setiap orang dilarang

memperlakukan anak dengan mengabaikan

pandangan mereka secara diskriminatif,

termasuk labelisasi dan penyetaraan dalam

pendidikan  bagi  anak-anak  yang

menyandang cacat.”
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Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2002
tentang Bangunan
Gedung

Undang-undang ini berkaitan dengan
aksesibilitas penyandang disabilitas
terhadap desain arsitektural. Dalam arti
diaturnya desain bangunan gedung untuk

dapat disesuaikan dengan kebutuhan
penyandang disabilitas mencakup
persyaratan bangunan gedung,

persyaratan keandalan bangunan gedung,
ketersedian fasilitas aksesibilitas, dan
fasilitas lainnya.

Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2003
tentang
Ketenagakerjaan

Undang-undang ini memberi ketentuan
yang berkaitan dengan perlakuan khusus
bagi pekerja penyandang disabilitas.
Diantaranya  pelatihan  kerja  bagi
penyandang disabilitas.

Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2003
Tentang Sistem
Pendidikan Nasional

Meski dalam undang-undang ini tidak
terdapat istilah“disabilitas/cacat” namun
beberapa substansi aturan didalamnya
berkaitan dengan istilah tersebut, seperti
pendidikan khusus.

Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2009
tentang Kesejahteraan
Sosial

Undang-undang ini mengatur secara
umum tentang kesejahteraan sosial,
namun dalam beberapa ketentuannya juga
mengatur kekhususan penyelanggaraan
bagi penyandang disabilitas.

Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 2009
tentang Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan

Materi yang diatur dalam undang-undang
ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan
lalu lintas dan angkutan jalan. Dari
ketentuan tersebut terdapat beberapa
aturan yang menyangkut penyandang
disabilitas, seperti penyediaan marka jalan
dan fasilitas khusus.

Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan
Publik

Penjabaran secara umum dalam undang-
undang ini merupakan konsep pelayanan
kepada publik dengan rincian yang cukup
rigid. Diantara konsep tersebut, diatur juga
mengenai  pelayanan  publik  untuk
penyandang disabilitas sebagaimana diatur
dalam Pasal 29 yang mengatur tentang
Pelayanan Khusus.

Undang-Undang
Nomor 36 Tahun 2009

Undang-undang ini memberikan
ketentuan khusus tentang pemeliharaan
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tentang Kesehatan

kesehatan bagi penyandang disabilitas,
dalam Pasal 139 Ayat (1) dan Ayat (2), dan
Pasal 140.

tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 28
Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung

10. Undang-Undang Pasal 28: Pemerintah dan Pemerintah
Nomor 8 tahun 2016 Daerah wajib menjamin dan melindungi
tentang hak Penyandang Disabilitas sebagai subjek
Penyandang hukum untuk melakukan tindakan hukum
Disabilitas yang sama dengan lainnya.

11 Peraturan Pemerintah | Peraturan Pemerintah ini merupakan
Nomor 43 Tahun 1998 | peraturan pelaksana dari Undang-Undang
tentang Upaya Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang
Peningkatan Cacat.

Kesejahteraan Sosial
Penyandang Cacat

12. Peraturan Pemerintah | Sebagai peraturan pelaksana dari Undang-

Nomor 36 Tahun 2005 | Undang tentang Bangunan Gedung,

Peratuan Pemerintah (PP) ini mengatur
lebih rinci mengenai penyediaan sarana
dan fasilitas aksesibilitas bagi penyandang
disabilitas sebagaimana disebutkan dalam
Pasal 8 Ayat (3), Pasal 31, Pasal 54, Pasal 55

Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 59 Ayat (1)
sampai Ayat (4), serta Pasal 60 Ayat (1) dan
Ayat (2).

Sumber: Data Diolah, 2018.

Merujuk pada tabel dua, diketahui bahwa pengaturan
perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas tersebar di
berbagai bidang peraturan perundang-undangan. Setidaknya terdapat
12 (dua belas) peraturan yang mengatur hal tersebut. Setelah pemetaan
pada tabel satu, langkah selanjutnya adalah mempersiapkan materi
muatan peraturan daerah berdasarkan kewajiban dan kewenangan

" Menurut H.D Stout, wewenang merupakan pengertian yang berasal dari hukum
organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang
berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek
hukum publik didalam hukum publik. Stout HD, De betekenissen van de wet. W.E.J Tjeenk
Willnk. Zwole. 1994. Dalam Ridwan HR. Hukum Administrasi Negara. Raja Grafindo
Persada. Jakarta. 2006., him 102. Menurut Prajudi Atmosudirjo, kewenangan adalah apa
yang disebut “kekuasaan formal”, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislatif (diberi
oleh undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif administrative. Prajudi Atmosudirjo,

HAK KONSTITUSIONAL: Tebaran Pemikiran dan Gagasan 7



pemerintah daerah yang utamanya diperoleh dari Undang-Undang
Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Adapun hal
tersebut disajikan pada tabel dua.

Tabel 2. Kewajiban dan Kewenangan Pelayanan Penyandang Disabilitas

oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah

No.

Kewenangan /Kewajiban

Pasal 27 ayat (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan
perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi tentang pelaksanaan
Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang
Disabilitas.

Pasal 28 Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin dan
melindungi hak Penyandang Disabilitas sebagai subjek hukum untuk
melakukan tindakan hukum yang sama dengan lainnya.

Pasal 29 Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan
bantuan hukum kepada Penyandang Disabilitas dalam setiap
pemeriksaan pada setiap lembaga penegak hukum dalam hal
keperdataan dan/atau pidana sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 39 ayat (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan
sosialisasi perlindungan hukum kepada masyarakat dan aparatur negara
tentang Pelindungan Penyandang Disabilitas.

Pasal 40 ayat (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib
menyelenggarakan  dan/atau  memfasilitasi pendidikan  untuk
Penyandang Disabilitas di setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan
sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 42 ayat (1) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pembentukan
Unit Layanan Disabilitas untuk mendukung penyelenggaraan
pendidikan inklusif tingkat dasar dan menengah.

Pasal 43 ayat (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi
lembaga penyelenggara pendidikan dalam menyediakan Akomodasi
yang Layak.

Pasal 45 Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin proses
rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan Kkerja,
keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil dan tanpa
Diskriminasi kepada Penyandang Disabilitas.

Hukum Administrasi Negara,1994, him. 78. Lihat juga Tubagus Ronny Rahman Niti Baskara,
Paradoksal Konflik dan Otonomi Daerah, Sketsa Bayang-Bayang Konflik Dalam Prospek
Masa Depan Otonomi daerah. 2002. him 102.
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Pasal 46 ayat (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan
kesempatan kepada Penyandang Disabilitas untuk mengikuti pelatihan
keterampilan kerja di lembaga pelatihan kerja Pemerintah, Pemerintah
Daerah, dan/atau swasta.

10

Pasal 52 Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin akses
yang setara bagi Penyandang Disabilitas terhadap manfaat dan program
dalam sistem jaminan sosial nasional di bidang ketenagakerjaan.

11

Pasal 54 ayat (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan
insentif kepada perusahaan swasta yang mempekerjakan Penyandang
Disabilitas.

12

Pasal 55 ayat (1) Pemerintah Daerah wajib memiliki Unit Layanan
Disabilitas pada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
daerah di bidang ketenagakerjaan.

13

Pasal 56 Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan
jaminan, Pelindungan, dan pendampingan kepada Penyandang
Disabilitas untuk berwirausaha dan mendirikan badan usaha sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

14

Pasal 57 Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan bantuan
dan akses permodalan untuk usaha mandiri, badan usaha, dan/atau
koperasi yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas.

15

Pasal 58 Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memperluas peluang
dalam pengadaan barang dan jasa kepada unit usaha mandiri yang
diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

16

Pasal 59 Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi
pemasaran produk yang dihasilkan oleh unit usaha mandiri yang
diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas.

17

Pasal 60 Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan
pelatihan kewirausahaan kepada Penyandang Disabilitas yang
menjalankan unit usaha mandiri.

18

Pasal 63 ayat (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan
tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam
pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas dari fasilitas
kesehatan tingkat pertama sampai ke tingkat lanjut.

19

Pasal 64 Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin
ketersediaan perbekalan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas.

20

Pasal 65 ayat (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin
ketersediaan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan oleh Penyandang
Disabilitas sesuai dengan kebutuhan dan ragam disabilitasnya.

21

Pasal 66 Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin
ketersediaan pelayanan rehabilitasi medis sesuai dengan kebutuhan dan
ragam disabilitasnya.
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22

Pasal 68 Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan
pelatihan tenaga kesehatan di wilayahnya agar mampu memberikan
pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas.

23

Pasal 74 ayat (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin
akses bagi Penyandang Disabilitas terhadap pelayanan air bersih. Ayat
(2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin akses terhadap
fasilitas sanitasi yang layak.

24

Pasal 75 ayat (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin
agar Penyandang Disabilitas dapat berpartisipasi secara efektif dan
penuh dalam kehidupan politik dan publik secara langsung atau melalui
perwakilan.

25

Pasal 78 Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melindungi
Penyandang Disabilitas dari tekanan dan Diskriminasi oleh pihak mana
pun untuk memeluk agama dan kepercayaan masing-masing dan
beribadat menurut agama dan kepercayaannya.

26

Pasal 83 ayat (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib
mengembangkan sistem keolahragaan untuk Penyandang Disabilitas
yang meliputi:

a. keolahragaan pendidikan;

b. keolahragaan rekreasi; dan

c. keolahragaan prestasi.

27

Pasal 85 ayat (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin
Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan layanan
kebudayaan dan pariwisata.

28

Pasal 90 ayat (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan
penyelenggaraan kesejahteraan sosial untuk Penyandang Disabilitas.

29

Pasal 97 ayat (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin
infrastruktur yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.

30

Pasal 101 ayat (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib
menyediakan fasilitas untuk pejalan kaki yang mudah diakses oleh
Penyandang Disabilitas.

31

Pasal 105 ayat (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib
menyediakan Pelayanan Publik yang mudah diakses oleh Penyandang
Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

32

Pasal 109 ayat (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengambil
langkah yang diperlukan untuk menjamin penanganan Penyandang
Disabilitas pada tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan
pascabencana.

33

Pasal 110 ayat (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib
menyediakan atau memfasilitasi layanan habilitasi dan rehabilitasi
untuk Penyandang Disabilitas.

34

Pasal 114 ayat (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan

10

HAK KONSTITUSIONAL: Tebaran Pemikiran dan Gagasan




Konsesi untuk Penyandang Disabilitas.

35 | Pasal 122 ayat (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengakui,
menerima, dan memfasilitasi komunikasi Penyandang Disabilitas
dengan menggunakan cara tertentu.

36 | Pasal 125 Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan unit
layanan informasi dan tindak cepat untuk perempuan dan anak
penyandang disabilitas yang menjadi korban kekerasan.

37 | Pasal 135 ayat (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib
menyediakan anggaran bagi pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan,
dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

Sumber: Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang
Disabilitas.

Berdasarkan materi pada tabel dua, setidaknya terdapat 37 (tiga
puluh tujuh) point penting kewajiban dan kewenangan pemerintah
daerah dalam hal perlindungan dan pemenuhan hak penyandang
disabilitas. Oleh karena itu, pembentukan Peraturan Daerah
Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, materi
muatannya harus memuat hal-hal tersebut agar secara substantif perda
yang dihasilkan sinkron dan harmonis dengan peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi.

C. Penutup
1. Simpulan

Sebagai penutup dari apa yang sudah diuraikan, dapat
dikemukakan simpulan bahwa dalam pemetaan legal framework
pembentukan peraturan daerah tentang perlindungan dan pemenuhan
hak penyandang disabilitas terdapat setidaknya 12 (dua belas) peraturan
perundang-undangan yang tersebar di berbagai bidang yang
substansinya berkenaan/mengatur pemenuhan hak penyandang
disabilitas. Terkait materi muatannya, berdasarkan kewajiban dan
kewenangan pemerintah daerah yang diperoleh dari Undang-Undang
Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, terdapat 37 (tiga
puluh tujuh) point penting kewajiban dan kewenangan pemerintah
daerah dalam hal perlindungan dan pemenuhan hak penyandang
disabilitas yang harus diakomodasi menjadi materi muatan dalam
pembentukan Peraturan Daerah Perlindungan Dan Pemenuhan Hak
Penyandang Disabilitas.
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2. Saran

Pemerintah daerah dan DPRD dalam membentuk Peraturan
Daerah Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
harus memperhatikan aspek sinkronisasi dengan peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi serta memperhatikan kewajiban dan
kewenangan pemerintah daerah dalam hal perlindungan dan
pemenuhan hak penyandang disabilitas yang diatur dalam Undang-
Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
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HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA ATAS
JAMINAN KESEHATAN

Ati Yuniati®

A. Pendahuluan

Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial huruf a “bahwa sistem jaminan sosial
nasional merupakan program negara yang bertujuan memberikan
kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat”.
Konsekuensi dari konsep Negara Kesejahteraan, adalah bahwa negara
harus bertanggungjawab untuk mewujudkan kesejahteraan rakyatnya,
sehingga tak ada satu sisi kehidupanpun dari kehidupan warganya yang
tidak dicampurtangani oleh pemerintah. Salah satu bentuk campur
tangan Pemerintah dalam kehidupan masyarakatnya yaitu di bidang
kesehatan untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-
tingginya terdapat dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945
merumuskan bahwa, “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan
bathin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang
baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

Disebutkan bahwa penyelenggara upaya kesehatan diatur oleh
pemerintah, sehingga perlu adanya jaminan terhadap kesehatan
masyarakat, hal itu dilaksanakan pemerintah dengan melaksanakan
Sistem Jaminan Kesehatan Nasional (SJSN), pemerintah didalam
melaksanakan jaminan kesehatan membentuk aturan yang berbentuk
Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 12 tahun 2013 tentang
Jaminan Kesehatan, kemudian dilakukan perubahan melalui Peraturan
Presiden Republik Indonesia nomor 111 tahun 2013 tentang Perubahan
atas Peraturan Presiden nomor 12 tahun 2013 tentang Jaminan
Kesehatan. Keberadaan Perpres 12/2013 dan Perpres 111/2013 ini
mempertimbangkan keberadaan Undang-Undang Republik Indonesia

2 Ati Yuniati adalah dosen Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum
Universitas Lampung.
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Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, dan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang
Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial.

Untuk memenuhi Hak Atas Kesehatan dan Hak Atas Pelayanan
kesehatan bagi semua warga Negara tersebut, maka pemerintah
menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan Nasional dalam bentuk
asuransi sosial sejak Bulan Januari Tahun 2014 dan ditargetkan pada
tahun 2019, seluruh warga Negara telah terpenuhi dan terlindungi hak
mereka atas kesehatan dan pelayanan kesehatan, atau disebut dengan
JKN Semesta (UNIVERSAL HEALTH COVERAGE). Untuk mencapai
target JKN Semesta tersebut, maka pemerintah menerbitkan suatu
kebijakan yang mewajibkan semua warga Negara terdaftar sebagai
peserta JKN.

Warga Negara yang mampu, harus membayar secara mandiri
iurannya sementara Warga Negara yang tergolong sebagai Fakir Miskin
dan orang Tidak Mampu akan didaftarkan oleh pemeintah dan menjadi
Penerima Bantuan Iuran (selanjutnya disingkat PBI). Hingga saat ini,
masih banyak kelompok masyarakat yang tergolong Fakir Miskin dan
Orang Tidak Mampu yang belum terdaftar sebagai peserta JKN PBI
Terdapat beberapa faktor penyebab masyarakat miskin dan tidak
mampu ini, tidak terdaftar sebagai peserta JKN-PBI. Pertama, karena
mereka tidak tahu bahwa mereka berhak sebagai peserta JKN-PBI,
sehingga mereka tidak memperjuangkan hak mereka. Kedua, mereka
tahu bahwa mereka berhak menjadi peserta JKN-PBI, akan tetapi
mereka tidak tahu, kemana harus mendaftarkan dirinya.

B. Metode penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal (doctrinal
approach) dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan
(statue approach), pendekatan analitis (analytical approach), dan
pendekatan konseptual (conceptual approach). Sebagai pelengkap
digunakan juga pendekatan sosio-legal yaitu mengkaji hukum sebagai
fenomena sosial yang terkait.

C. Pembahasan

Indonesia adalah negara hukum yang dinamis (Welfare state,
negara kesejahteraan) yang memiliki asas-asas hukum diantaranya
adalah asas penyelenggaraan kepentingan umum. Berdasarkan asas ini,
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segenap aparat pemerintah dituntut untuk melakukan kegiatan-
kegiatan yang menuju pada penyelenggaraan kepentingan umum dan
dapat memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat. (C.S.T. Kansil,
2002, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia. Jilid I, Balai
Pustaka, Jakarta, hlm. 22). Hak untuk hidup sehat merupakan salah satu
hak dasar yang harus dijamin oleh pemerintah, karena kesehatan
merupakan bagian dari kebutuhan primer setiap manusia untuk
melakukan aktifitas dan karyanya.

Kesehatan juga merupakan bagian dari kebutuhan menuju hidup
sejahtera. Hak semacam ini merupakan salah satu hak dasar dalam
pelayanan kesehatan (the right to health care). Untuk menjamin
terpenuhinya hak setiap warga Negara tersebut, UUD 1945 juga
menentukan bahwa Negara berkewajiban untuk mengembangkan
sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan
masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat
kemanusiaan serta bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas
pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak

Kesehatan merupakan faktor utama bagi setiap manusia untuk
menjaga keberlangsungan kehidupan di dunia, kesehatan sangat besar
manfaatnya bagi setiap orang, kegiatan yang meliputi faktor situasional
dapat tercapai dengan baik apabila didalam prosesnya kesehatan dapat
terus terjaga. Faktor situasional adalah mencakup faktor lingkungan
dimana manusia berada atau bertempat tinggal, baik lingkungan fisik,
sosial, budaya, ekonomi, politik, dan sebagainya”. (Soekidjo Notoatmodjo,
2010, Ilmu perilaku kesehatan,PT. Rineka Cipta, Jakarta. Hlm. 17.) Apabila
didalam proses kegiatan faktor situasional seseorang tidak mampu
menjaga kesehatannya, maka yang terjadi tujuan dalam proses kegiatan
tersebut akan tertunda bahkan akan mengalami kegagalan ( Titon
Slamet Kurnia, 2007, Hak atas derajat kesehatan optimal sebagai HAM di
Indonesia, PT. Alumni, Bandung. Hlm. 2.)

Dasar untuk mewujudkan penyelenggaraan JKN secara
kostitusional dijamin didalam UUD NRI 1945, Konvensi ILO nomor
102/1952 juga menyatakan tentang penyelenggaraan jaminan sosial
yang didalamnya termasuk kepentingan kesehatan ditambah
dikeluarkannya International Convenant on Economic, Social, and
Cultural Rights dan International Convenant on Civil and Political Rights
atas persetujuan Majelis Umum PBB. (Ahmad Nizar Shihab, 2012,
Hadirnya negara di tengah rakyatnya pasca lahirnya undang - undang
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nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial,

Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 9 No. 2, ISSN 0216-1338, Jakarta. Him. 181)

Penyelenggaraan JKN merupakan bagian dari pelaksanaan
Jaminan Sosial bagi masyarakat sehingga pemerintah untuk
melaksanakan amanah UUD 1945 membentuk payung hukum berupa
UU 40/2004 dan UU 24/2011 (Rudy Hendra Pakpahan, Eka N. A. M.
Sihombing, hal. 169)

BPJS Kesehatan membangun jaringan fasilitas kesehatan dengan
cara bekerja sama dengan Fasilitas Kesehatan milik pemerintah atau
swasta untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan bagi Peserta JKN
dan keluarganya. Jaringan fasilitas kesehatan ini terbagi atas tiga
kelompok utama, yaitu fasilitas kesehatan tingkat pertama, fasilitas
kesehatan tingkat lanjutan, dan fasilitas kesehatan pendukung. Fasilitas
kesehatan tingkat pertama menyelenggarakan pelayanan kesehatan non
spesialistik, ~sedangkan fasilitas kesehatan tingkat lanjutan
menyelenggarakan pelayanan kesehatan spesialistik dan subspesialistik.
Fasilitas kesehatan pendukung melayani pelayanan obat, optik, dan
dukungan medis lainnya. Pemerintah berperan dalam penentuan
kebijakan (regulator), pembinaan, dan pengawasan penyelenggaraan
program JKN.

Dalam rangka mewujudkan hak hidup sehat bagi masyarakat
tersebut dibutuhkan sumber dana kesehatan atau pembiayaan
kesehatan. Undang-Undang Kesehatan mengatur tentang Pembiayaan
Kesehatan pada ketentuan Pasal 170 yang berbunyi:

(1) Pembiayaan kesehatan bertujuan untuk penyediaan pembiayaan
kesehatan yang berkesinambungan dengan jumlah yang
mencukupi, teralokasi secara adil, dan termanfaatkan secara
berhasil guna dan berdaya guna untuk menjamin terselenggaranya
pembangunan kesehatan agar meningkatkan derajat kesehatan
masyarakat setinggi-tingginya.

(2) Unsur-unsur pembiayaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terdiri atas sumber pembiayaan, alokasi, dan pemanfaatan.

(3) Sumber pembiayaan kesehatan berasal dari Pemerintah,
pemerintah daerah, masyarakat, swasta dan sumber lain.
Berdasarkan ketentuan tentnag pembiayaan kesehatan, dapat
ditafsirkan bahwa tidak mungkin pemerintah menanggung atau
melaksanakan sendiri pembiayaan kesehatan yang merupakan
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salah satu unsur pokok untuk terwujudnya derajad kesehatan yang
setinggitingginya bagi masyarakat.

Oleh karena itulah maka perlu diselenggarakan jaminan
pembiayaan kesehatan yang sekaligus sebagai pelaksanaan salah satu
jaminan sosial nasional. Secara khusus tanggung jawab Pemerintah
dalam pelaksanaan jaminan kesehatan diatur pada Pasal 20 Undang-
Undang Kesehatan yang menyebutkan bahwa:

() Pemerintah bertanggung jawab atas pelaksanaan jaminan
kesehatan masyarakat melalui sistim jaminan sosial nasional bagi
upaya kesehatan perorangan.

(2) Pelaksanaan sistim jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan per undang-undangan.

Pemerintah berkewajiban memenuhi hak masyarakat untuk
memperoleh derajad kesehatan yang setinggi-tingginya, yakni
terpenuhi hak hidup sehat jasmani dan rohani, dan terpunuhi
kebutuhan dasarnya, karena hak atas pelayanan kesehatan adalah hak
yang bersumber dari hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah
seperangkat hak yang pada hakikatnya melekat dan karena keberadaan
manusia sebagai makluk Tuhan YME, merupakan anugerah-Nya yang
wajib dihormati, dijunjung tinggi oleh negara, hukum, pemerintahan
dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan
martabat manusia.

Dari ketentuan yang dirumuskan dalam Undang-Undang
Kesehatan tersebut di atas dapat ditafsirkan bahwa Pemerintah
berkewajiban memenuhi hak masyarakat untuk memperoleh derajad
kesehatan yang optimal, dengan cara menyelenggarakan pelayanan
kesehatan. Di samping itu pula dalam pelaksanaan tugas dan
kewenangannya, maka pemerintah bertanggungjawab  dalam
penyelenggaraan  jaminan  sosial  nasional, itu  sebabnya
diselenggarakanlah Program Jaminan Kesehatan Nasional, hal itu
ditujukan untuk terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang
setinggi-tingginya.

D. Kesimpulan

Setiap orang berhak atas hidup sehat dan berhak mendapatkan
pelayanan  kesehatan yang sebaik-baiknya dan Pemerintah
bertanggungjawab untuk untuk mewujudkannya hingga tercapainya
derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Salah satu instrumen atau
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sarana penyelenggaraan pelayanan kesehatan adalah pembiayaan
kesehatan. Melalui program jaminan kesehatan maka pembiayaan
kesehatan dilembagakan, Pemerintah tidak mungkin menanggung
beban, tugas dan tanggung jawab sendiri dalam rangka terwujudnya
derajat kesehatan yang setinggi-tingginya tersebut, oleh karena itu
Pemerintah mengatur partisipasi dari warga negaranya.
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HAK KONSTITUSIONAL TANAH ULAYAT
MASYARAKAT HUKUM ADAT YANG
BERPERSPEKTIF HAM

Candra Perbawati®®

A. Pendahuluan
1. Latar Belakang dan Permasalahan

Undang-Undang Dasar 1945 menjunjung nilai-nilai Hak Asasi
Manusia (HAM), bahkan Amandemen kedua UUD 1945 telah menelurkan
satu Bab khusus mengenai HAM, yaitu sebagaimana diatur dalam Bab X
A dari Pasal 28 A hingga Pasal 28]. Dimasukannya pengaturan HAM
dalam UUD 1945 merupakan prestasi tersendiri bagi perjuangan HAM di
Indonesia, karena tidak banyak negara di dunia yang memasukan bagian
khusus dan tersendiri mengenai HAM dalam konstitusinya.

Pengaturan tentang pengakuan dan perlindungan HAM, selain
termaktub dalam konstitusi juga dirumuskan dalam beberapa peraturan
perundang-undangan,yaitu:

(1) Tap MPR No. XVII Tahun 1998 tentang Pandangan dan sikap Bangsa
Indonesia terhadap HAM dan Piagam HAM Nasional;

(2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
(selanjutnya disingkat UU HAM);

(3) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM

(4) Peraruran Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun1999 tentang Pengadilan HAM

(5) Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan
Pengadilan HAM Ad Hoc yang diubah dengan Keputusan Presidens
Nomor 98 Tahun 2001.

Dalam naskah Perubahan Kedua UUD 1945 yang mengatur
tentang HAM, sebagian besar berasal dari rumusan Undang-Undang
yang telah disahkan sebelumnya, yaitu UU HAM. Materi yang sudah
diadopsikan ke dalam rumusan UUD 1945 antara lain sebagai berikut :

¥ Candra Perbawati adalah Dosen di Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum
Universitas Lampung.
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Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, ke-
hormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya,
serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman
ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang
merupakan hak asasi*.
Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat
tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat
serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan®.
Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik
tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh
siapapunls.
Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan
hukum".
Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi
manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah®,
Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain da-
lam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib
tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-
undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan
serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk
memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral,
nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu
masyarakat demokratis'.

Ketentuan-ketentuan yang memberikan jaminan konstitusional

terhadap hak asasi manusia itu sangat penting dan bahkan dianggap
merupakan salah satu ciri pokok dianutnya prinsip negara hukum. Di
samping HAM, harus pula dipahami bahwa setiap orang memiliki
kewajiban dan tanggungjawab yang juga bersifat asasi. Setiap orang,
selama hidupnya sejak sebelum kelahiran, memiliki hak dan kewajiban
yang hakiki sebagai manusia.

20

14 Ayat (5) ini berasal dari Pasal 28G ayat (1) Perubahan Kedua.
1 Ayat (1) ini berasal dari Pasal 28H ayat (1) Perubahan Kedua.
16 pasal 28H ayat (4) Perubahan Kedua.

v Ayat (7) ini berasal dari Pasal 28D ayat (1) Perubahan Kedua.
18 Ayat (6) ini berasal dari Pasal 28I ayat (4) Perubahan Kedua.
%pasal 28 J Perubahan Kedua.
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Pembentukan negara dan pemerintahan, untuk alasan apapun,
tidak boleh menghilangkan prinsip hak dan kewajiban yang disandang
oleh setiap manusia. Oleh karena itu, jaminan hak dan kewajiban itu
tidak ditentukan oleh kedudukan seseorang sebagai warga suatu
negara. Setiap orang di manapun ia berada harus dijamin hak-hak
dasarnya, pada saat yang bersamaan juga wajib menjunjung tinggi hak-
hak asasi orang lain sebagaimana mestinya. Keseimbangan kesadaran
akan adanya hak dan kewajiban asasi ini merupakan ciri penting pan-
dangan dasar bangsa Indonesia mengenai manusia dan kemanusiaan
yang adil dan beradab.

Terkait dengan hak kepemilikan pribadi, baik terhadap tanah
maupun harta kekayaan lainnya, Pasal 36 dan 37 UU HAM yang menjadi
payung hukum (umbrella act) pengakuan, penghormatan dan penegakan
HAM memberikan penegasan secara expressis wverbis adanya
kepemilikan suatu hak bagi masyarakat.

Pasal 36 mengatur bahwa:

(1) Setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri maupun
bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya,
keluarga, bangsa, dan masyarakat dengan cara yang tidak
melanggar hukum.

(2) Tidak seorangpun boleh dirampas miliknya dengan sewenang-
wenang dan secara melawan hukum.

(3) Hak milik mempunyai fungsi sosial.

Pasal 37 mengatur bahwa:

() Pencabutan hak milik atas suatu benda demi kepentingan umum,
hanya diperbolehkan dengan mengganti kerugian yang wajar dan
segera serta pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(2) Apabila sesuatu benda berdasarkan ketentuan hukum demi
kepentingan umum harus dimusnahkan atau tidak diberdayakan
baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu maka hal itu
dilakukan dengan mengganti kerugian sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan kecuali ditentukan lain.

Hak kepemilikan ini, berdasarkan Pasal 1 angka (6) UU HAM Hak

kepemilikan ini tidak dapat dicabut dengan sewenang-wenang dan
pencabutan Hak milik suatu benda termasuk didalamnya tanah individu

HAK KONSTITUSIONAL: Tebaran Pemikiran dan Gagasan 21



harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan dan dalam
pelaksanaannya harus memperhatikan pelaksanaan HAM.

Hak milik terhadap tanah menurut Pasal 20 dan Pasal 27 Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya
disingkat UUPA) adalah “hak untuk memakai tanah yang sifatnya sangat
khusus, yang bukan sekedar berisi kewenangan untuk memakai suatu
bidang tanah tertentu yang hakiki, tetapi juga mengandung hubungan
psikologis-emosional antara pemegang hak tanah dengan yang
bersangkutan. Hubungannya bukan sekedar hubungan lugas yang
memberi kewenangan memakai suatu bidang tanah tertentu tetapi juga
hak untuk memakai.

Hak pakai ini dalam UUPA disebut “Hak milik”, hak milik adalah
hak yang terkuat, terpenuh dan turun temurun yang dapat dipunyai
oleh orang dengan mengingat adanya fungsi sosial. Jangka waktu hak
milik tidak terbatas, Subjek hak milik adalah warganegara Indonesia,
dan badan hukum Indonesia yang diperbolehkan mendapat hak milik
sebagai ditunjuk oleh Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963.

Dalam pelaksanaanya ketentuan ini seringkali dilanggar dan
pelanggaran-pelanggaran ini tidak saja disebabkan oleh yang memiliki
hak, tetapi juga oleh pemerintah maupun badan hukum yang
mengambil alih hak tersebut, seperti pengembil alihan hak oleh aparat
di lapangan, perampasan oleh pihak-pihak tertentu secara melawan
hukum. Banyak kasus yang terjadi terhadap pengambilan hak atas tanah
bertentangan dengan HAM, tidak saja yang terjadi di Sumatera Selatan
dan Lampung yang saat ini menggemparkan masyarakat, tetapi juga di
wilayah-wilayah lain di Indonesia. Beberapa kasus pengambil alihan hak
atas tanah yang bertentangan dengan HAM, antara lain sebagaimana
dipaparkan dalam tabel berikut ini:
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Tabel 1. Sengketa Tanah Di Kabupaten Mesuji Lampung

No. URAIAN KETERANGAN
. | Lokasi Sengketa Kabupaten Mesuji, Lampung
2. | Korban Masyarakat petani (warga) di Kabupaten

Mesuji

3. | Lembaga/ Instansi

TNI/ PT. SILVA INHUTANI

Perusahaan
4. | Sekilas Alasan Riwayat | -PT SILVA INHUTANI berdiri tahun 1997,
Sengketa -Pada tahun 2003 Perusahaan melakukan

perluasan lahan dengan menyerobot lahan
warga untuk ditanami kelapa sawit dan karet;
-Perusahaan meminta bantuan kepolisian
untu mengusir penduduk akibatnya terjadilah
pembantaian yang dilakukan oleh oknum
kepolisian;

-Pihak kepolisian melakukan perusakan
terhadap rumah warga

akibatnya 30 korban tewas dan ratusan
warga terbuka, Rumah

Ibadat dihancurkan, hasil panen singkong
dirampas

-Seorang oknum polisi melakukan
pemerkosaan saat penggusuran

-Peristiwa ini terjadi pada tanggal 11
November 2011

Sumber: Lampung Post 15 Desember 2011

Tabel 2. Sengketa Tanah di Kabupaten Lumajang

No. URAIAN

KETERANGAN

1. | Lokasi Sengketa

Tanah seluas= 1002 ha di Desa Pasrujambe,

Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang,

dengan rincian:

1. Alas Rowo (Pasrujambe sampai pal) 400ha;

2. Posong Kejen Alas Rowo (Mbesuk Wetan

sampai pal) 200 ha;

Kepundan (Tawonsongo sampai pal) 100 ha;

4. Sumberpandan (Margersari sampai
Mberbag) 500 ha

w

2. | Korban

Warga Desa Pasrujambe, Kecamatan Senduro,
Kabupaten Lumajang
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3. | Lembaga/ Instansi Perhutani-Kabupaten Lumajang

Perusahaan
4. | Sekilas Alasan Riwayat | -Berawal pada tanah bekas zaman penjajahan
Sengketa Belanda dengan Hak Erpacht No. :183, 193, 146

dan 251, kemudian menjadi tanah tidak terawat
dan sejak tahun 1955 s /d. 1957 dirawat dan
digarap oleh warga lalu ditanami dengan pohon
palawija, kopi, cengkeh dan pisang;

-Kemudian di tahun 1989 pihak Perhutani
melakukan penebangan pada tanaman kopi,
pisang dan cengkeh milik warga dengan alasan
bahwa warga telah melakukan penggarapan
tanah tanpa hak, karena lahan tersebut milik
Perhutani;

Sumber: LBH Jawa Timur-Surabaya Tahun 2008.

Berdasarkan uraian kasus sengketa tanah di atas, menunjukkan
bahwa kebijakan hukum pemerintah di bidang pertanahan dan sumber
daya alam lebih menomor satukan kepentingan pengusaha dan
penguasa daripada rakyat, namun pemerintah selalu mengatakan
kebijakan itu demi pembangunan ekonomi negara. Sengketa tanah di
atas memperlihatkan meskipun petani jelas-jelas berhak atas tanah
yang digarapnya, namun mereka tetap tidak berdaya. Bahkan, petani
yang coba mempertahankan haknya serta berbagai kelompok yang
membelanya diintimidasi oleh aparat keamanan. Sistem pengelolaan
tanah yang hanya menguntungkan penguasa, telah menyebabkan
banyak petani kehilangan hak dan akses atas tanah, akibatnya dalam 20
tahun terakhir jumlah sengketa tanah di Indonesia meningkat tajam.
Sengketa ini seringkali berubah menjadi konflik terbuka antara petani
dan aparat keamanan yang mengakibatkan adanya pelanggaran (HAM)
berat. Dengan banyaknya sengketa tanah yang terjadi menunjukkan
bahwa hukum Indonesia belum mampu mencapai tujuannya, yaitu
untuk keadilan, kemanfaatan dan kepastian, baik dari proses
perumusannya, pelaksanaannya maupun penegakannya, apalagi jika
dihubungkan dengan perlindungan HAM oleh negara. Berdasarkan latar
belakang masalah, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

Bagaimana konsep ideal pengaturan hak konstitusional hak atas
tanah ulayat masyarakat hukum adat yang berperspektif dengan HAM ?
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B. Metode Penelitian
1. Pendekatan Paradigmatik

Paradigma yang digunakan untuk mengkaji hukum dalam
pengaturan penguasaan hak atas tanah ulayat masyarakat hukum adat
yang berperspektif HAM dalam makalah ini adalah paradigm pos
positipisme. dengan pendekatan social legal yaitu selain melihat
ketentuan peraturan yang ada juga melihat fakta yang ada dilapangan
yaitu dalam bentuk kasus. pemahaman berhukum selama ini yang
mengagungkan peraturan sebagai panglima dengan dasar agar
terciptanya kepastian hukum ternyata banyak mengenyampingkan
faktor keadilan sosial yang diinginkan masyarakat. Hukum
diterjemahkan sebagai aturan yang kaku dan harus dipatuhi sehingga
penegak hukum hanya menjadi corong undang-undang.

Adji Samekto menyindir prosedur penegakan hukum dengan
paradigma positivis ini:

Prosedur, dengan demikian menjadi dasar legalitas yang penting
untuk menegakkan apa yang disebut keadilan, bahkan prosedur menjadi
lebih penting daripada bicara tentang keadilan (justice) itu sendiri. Di
dalam konteks ini, upaya mencari keadilan (searching for justice) bisa
menjadi gagal hanya karena terbentur pelanggaran prosedur. Lebih
lanjut dikatakan bahwa penggunaan paradigma positivistik dalam
hukum modern ternyata banyak menimbulkan kekakuan-kekakuan
sedemikian rupa sehingga pencarian kebenaran (searching for the truth)
dan keadilan (searching for the justice) tidak tercapai karena terhalang
oleh tembok-tembok prosedural formal.*

2. Kerangka Teori Negara Hukum Kesejahteraan

Teori negara hukum kesejahteraan digunakan sebagai pisau
analisis terhadap kebijakan hukum HAM pada umumnya dan aturan
dalam hak kepemilikan atas tanah khususnya yang tujuan akhirnya
adalah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Teori ini merupakan
perpaduan antara konsep negara hukum (klasik) dan negara
kesejahteraan.

2y Adji Samekto. Justice Not For All. Yogyakarta: LENGGE Printika.2008. him. 33.
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Dalam konsep negara hukum klasik,” negara menempatkan hukum
sebagai dasar kekuasaannya dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut
dalam segala bentuknya dilakukan di bawah kekuasaan hukum.?
Sementara dalam konsep negara hukum kesejahteraan, negara selain
tunduk pada hukum yang berlaku, juga memiliki tugas dan tanggung
jawab mewujudkan kesejahteraan rakyatnya. * Dengan demikian,
negara atau pemerintah tidak semata-mata sebagai penjaga keamanan
atau ketertiban masyarakat, tetapi pemikul utama tanggung jawab untuk
mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan umum guna sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat.

Berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab negara, menurut
Frans Magsis-Suseno, negara secara hakiki bertugas untuk
mengusahakan kesejahteraan umum. Untuk itu negara harus
mengusahakan semua prasyarat, kondisi, prasarana agar masyarakat

21Konsep negara hukum klasik ini dalam kepustakaan hukum Eropa Kontinental dikenal
dengan istilah rechsstaat dan di Anglo Amerika dikenal dengan istilah the rule of law.
Konsep “rechtsstaat” pada mulanya dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul
Laband, dan Julius Stahl, sedangkan “the rule of law” yang dipelopori oleh A.V. Dicey (Jimly
Asshiddigie, “Perubahan UUD 1945 dan Pembangunan Hukum Nasional”, Makalah,
Disampaikan dalam seminar “UUD 1945 Sebagai Hukum Tertinggi dengan Empat Kali
Perubahan Sebagai Dasar Menuju Milenium III”, Kerjasama Mahkamah Konstitusi RI
dengan Program Doktor Ilmu Hukum Undip, Semarang 5 Juli 2007, him. 6-7). Menurut
Philipus M. Hadjon, antara “rechtsstaat” dan “the rule of law” memiliki karakteristik
berbeda. Konsep rechtsstaat lahir dari suatu perjuangan menentang absolutisme sehingga
sifatnya revolusioner, sebaliknya konsep the rule of law berkembang secara evolusioner.
Rechtsstaat bertumpu atas sistem hukum kontinental yang disebut “civil law” atau
“modern Roman Law”, sedangkan the rule of law bertumpu atas sistem hukum yang
disebut “common law”. Karakeristik civil law adalah administratif, sedangkan karakteristik
common law adalah judicial (Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di
Indonesia, Surabaya: PT. Bina limu, 1987, him. 72).

Zpbrar Saleng, Hukum Pertambangan, Disertasi, Yogyakarta: Ull Press, 2004, him. 9.

“Dalam berbagai literatur negara hukum kesejahteraan disebut dengan istilah yang
berbeda-beda. Lemaire menyebutnya bestuurzorg (negara berfungsi menyelenggarakan
kesejahteraan umum) atau welvaarstaat atau verzogingsstaat, sedangkan A.M. Donner
menyebutnya sociale rechtsstaat (S.F. Marbun, Peradilan Administrasi dan Upaya
Administratif di Indonesia, Yogyakarta: Ull Press, 2003, him. 133). Sementara dalam
kepustakaan Indonesia konsep negara hukum modern ini lazim diterjemahkan menjadi
“negara hukum kesejahteraan” atau “negara hukum dalam arti luas” atau “negara hukum
dalam arti materiil” (lihat antara lain Bagir Manan, Hubungan Antara Pusat dan Daerah
Menurut UUD 1945, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994, him. 38; Abrar Saleng, Loc. Cit;
Satjipto Rahardjo menyebut dengan istilah “negara hukum yang membahagiakan
rakyatnya” (Satjipto Rahardjo, Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya,
Yogyakarta: Genta Press, 2008, him.100-119).
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dapat hidup dengan adil dan sejahtera.”* Meminjam pendapat Wolfgang
Friedmann, tugas tersebut memiliki konsekuensi bahwa negara harus
berfungsi baik sebagai penyedia (provider) kesejahteraan rakyat
maupun sebagai pengatur (regulator) dalam pembangunan ekonomi,
termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam untuk mewujudkan
kesejahteraan rakyat.”®

Ide dasar negara kesejahteraan menurut Jeremy Bentham
beranjak dari abad ke-18 ketika Bentham mempromosikan gagasan
bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjamin the
greatest happiness (atau welfare) of the greatest number of their citizens.
Bentham menggunakan istilah utility (kegunaan) untuk menjelaskan
konsep kebahagiaan atau kesejahteraan. Berdasarkan prinsip
utilitarianisme yang ia kembangkan, Bentham berpendapat bahwa
sesuatu yang dapat menimbulkan kebahagiaan ekstra adalah sesuatu
yang baik. Sebaliknya, sesuatu yang menimbulkan sakit adalah buruk.
Menurutnya, aksi-aksi pemerintah harus selalu diarahkan untuk
meningkatkan kebahagian sebanyak mungkin orang.*

Negara dapat dipandang sebagai asosiasi manusia yang hidup dan
bekerjasama untuk mengejar beberapa tujuan bersama. Tujuan setiap
Negara ialah menciptakan kebahagiaan bagi rakyatnya (bonum
publicum, common good, common weal),”” negara memegang peranan
penting dalam terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Sehubungan dengan pendapat di atas, jika dihubungkan dengan
tujuan Negara Republik Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam
Alinea keempat Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945 sesungguhnya
merupakan landasan Idiologi yang kuat bahwa Negara Indonesia
menganut paham “Welfare state” (negara kesejahteraan) dengan varian
baru, yakni participatory atau contributory welfare state yang merujuk

*Franz Magnis Suseno, Etika Politik, Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern,
Jakarta: PT. Gramedia, 1991, him. 316.

B, Friedmann, The State and The Rule of Law in A Mixed Economy, London: Steven
and Sons, 1971, him. 3, sebagaimana dikutip Abrar Saleng, Op. Cit., him. 16.

g Suharto, Peta dan Dinamika Welfare State di Beberapa Negara: Pelajaran Apa
Yang Bisa Dipetik Untuk Membangun Indonesia, makalah disampaikan pada Seminar
Mengkaji Ulang Relevansi Welfare State dan Terobosan melalui Desentralisasi-Otonomi di
Indonesia, Institute for Research and Empowerment (IRE) Yogyakarta dan Perkumpulan
Prakarsa Jakarta, bertempat di Wisma MM Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta 25 Juli
2006.

2 Miriam Budiadjo. 2008. Dasar-dasar Illmu Politik, Jakarta: Penerbit PT Gramedia
Pustaka Utama, him.45.
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pada konsep: “welfare pluralism”*® Tugas negara dalam hal ini

pemerintah harus cermat melihat pesan moral dibalik UUD 1945
sehingga setiap produk hukum yang dihasilkan berorientasi untuk
mewujudkan kesejahteraan masyarakat.*

Teori negara kesejahteraan sebenarnya merupakan perpaduan
antara konsep negara hukum (klasik) dan negara kesejahteraan. Di
dalam negara hukum klasik, fungsi negara sebagai “penjaga malam”
(nachtwakkerstaat), sedangkan negara hukum modern (negara
kesejahteraan) bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyatnya.
Dalam konsep negara hukum Kesejahteraan, pemerintahan tunduk dan
didasarkan pada hukum yang berlaku dan negara berfungsi atau
bertanggung jawab mewujudkan kesejahteraan rakyat. Berdasarkan hal
tersebut, maka peran negara adalah dengan sebaik-baiknya mengatur
hak-hak warga negara.

Menurut Fichte hak-hak yang harus dilindungi oleh negara,
adalah hak untuk hidup dan hak untuk bekerja. Itulah sebabnya negara
berkewajiban untuk melihat: apa yang dibutuhkan untuk hidup
dihasilkan dalam jumlah yang seimbang dengan jumlah warga negara
dan tiap orang dapat memenuhi kebutuhannya dengan bekerja.
Kesemua pencapaian tujuan negara tentunya harus didasarkan pada
sistem hukum atau pengaturan yang bersistem sehingga secara
berkesinambungan tujuan negara setahap demi setahap dapat
diwujudkan, bukan malah sebaliknya dengan alasan untuk
pembangunan hak untuk hidup dan bekerja dan bahkan hak untuk
memperoleh hak atas harta kekayaan digusur dikesampingkan, karena
hak-hak tersebut diakui dan dilindungi oleh negara berdasarkan
konstitusi. Oleh sebab itu, dalam rangka menjawab permasalahan pada
uraian terdahulu tidak dapat tidak perlu dilandasi dengan teori sistem
hukum.

C. Hasil dan Pembahasan

Dasar konstitusi yang mengatur mengenai perlindungan hak
masyarakat hukum adat baru mendapat pengaturan, setelah dilakukan
amandemen ke II UUD 1945, tepatnya pada Pasal 18 B ayat (2) jo Pasal 18

2 Edi Suharto, 2001, Kapitalisme dan Negara Kesejahteraan, dalam
http://www.Policy.hu/suharto.

» Satjipto Rahardjo.2007. Mendudukan Undang-undang Dasar, Suatu Pembahasan
dari Optik llmu hukum Umum, Semarang. Penerbit UNDIP, him 88-89.
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B ayat (3), amandemen ini bahkan pemberlakuannya pada tahun 2000,
sedangkan sebelum dilakukannya amandemen ke II ini dalam UUD 1945
belum ada satu pasalpun yang menegaskan perlindungan bagi hak-hak
masyarakat hukum adat/tradisional yang ada di wilayah Indonesia,
tidak diaturnya pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat
dan hak-hak masyarakat hukum adat. Latar belakang tidak diaturnya
mengenai perlindungan hak masyarakat hukum adat dalam UUD 1945
oleh para founding father Indonesia karena para pemegag kebijakan
pada masa itu menilai bahwa negara baru yang akan dibentuk adalah
suatu negara yang tetap memelihara semangat hubungan panguyuban
antara rakyatnya-walaupun dalam tatanan kenegaraan secara formal
akan bersifat hubungan petembayan, oleh sebab itu hampir semua para
pendiri negara menolak dicantumkannya pasal-pasal HAM dalam UUD
1945, yang saat itu HAM difahami sebagai manifestasi individualisme.

Dalam perkembangan bagi pelaksanaan nilai-nilai DUHAM 1940
dan tuntutan perlindungan penegakan HAM sesuai tuntutan reformasi
di Indonesia, sebagai salah satu wujud komitmen Indonesia sebagai
anggota PBB maka disusun dan disahkanlah UU No 39 Tahun 1999
tentang HAM. Undang-Undang HAM memberikan perlindungan Hak
Asasi bagi setiap orang karena pada prinsipnya manusia dilahirkan
dalam keadaan bebas yang melekat harkat dan martabatnya secara
sejajar/setara. Jadi pada prinsipnya perlindungan HAM adalah
perlindungan yang bersifat pribadi/perorangan.

Bila kita hadapkan pada konsep perlindungan HAM dalam UU No
39 Tahun 1999 Tentang HAM, terhadap eksistensi hak-hak masyarakat
hukum adat atas penguasaan tanah ulayatnya. UU tentang HAM
memberikan pengakuan atas perlindungan hak masyarakat hukum adat,
hal ini didasarkan pada alasan bahwa masyarakat hukum adat juga
merupakan kelompok dari orang-orang pribadi yang terikat menurut
kesatuan antropologis. Masyarakat hukum adat juga sebagai
warganegara, diri pribadi dalam ikatan masyarakat hukum adat yang
mempunyai hak asasi secara perseorang yang memiliki hak-hak yang
tuangkan dalam bentuk kolektif.Sifat koletifisme tersebut sangat
diperlukan baik untuk memelihara eksistensi dan identitas kultural,
maupun untuk membangun dan mengembangkan kesejahteraan yang
lebih tinggi, terutama hak atas tanah ulayat (sumber: Mewujudkan Hak
Konstitusional Masyarakat Hukum Adat, Komnas HAM, 2006,hlm 10).
Oleh karena itu maka perlindungan dan pengakuan hak masyarakat
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hukum adat dalam UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM merupakan
suatu kebutuhan utama sebagai pedoman bagi masyarakat hukum adat
untuk melindungi hak-haknya terutama hak atas tanah ulayat dari
prespektif Hak dibidang EKOSOB. Ketentuan perlindungan hak
masyarakat wulayat atas tanah ulayatnya sepanjang menurut
kenyataannya masih ada telah diatur secara tegas pada Pasal 6 ayat (1)
dan ayat (2) UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM.

Konstitusionalitas pengakuan HAM nasional baru diadopsi secara
meluas berdasarkan amandemen ke-2 UUD Tahun 1945, sedangkan
khusus yang mengakui adanya HAM bidang pertanahan dan hak milik
ditegaskan dalam Pasal 28H ayat (1 dan 4) UUD 1945 yang menyebutkan
bahwa: ayat (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin,
bertempat tinggal, mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta
berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Selanjutnya dalam ayat (4)
diatur bahwa: Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan
hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang wenang
oleh siapa pun.

Pelaksanaan hak ini harus diiringi dengan kewajiban, baik
kewajiban masyarakat maupun negara. Terkait dengan hal ini, Pasal 28
G dan 28 H UUD 1945 terkandung suatu arahan konstitusi memberikan
perhatian yang lebih besar dengan memberikan jaminan dan
perlindungan hak individu, namun hak individu bukan berarti menjadi
hak yang mutlak seperti hukum tanah barat. Hak ini dibatasi oleh Pasal
6 UUPA, yang menetapkan bahwa “semua hak atas tanah termasuk hak
milik mempunyai fungsi sosial”. Selanjutnya dalam Penjelasan Umum II
angka 3 ditetapkan bahwa: “kepentingan sesuatu masyarakat hukum
harus tunduk pada kepentingan nasional dan negara yang lebih luas”,
tetapi hal ini tidak berarti bahwa kepentingan masyarakat hukum yang
bersangkutan tidak diperhatikan sama sekali.

Pada tataran Hukum internasional. Sumber hukum yang
memberikan pengaturan tentang pengakuan dan perlindungan hak-hak
masyarakat hukum adat diatur dalam konvensi dan deklarasi, yaitu;
Konvensi ILO 169 Tahun 1989 tentang kelompok Minoratas dan
masyarakat hukum adat di negara-negara merdeka secara menyeluruh
salah satu diantaranya terdapat pengakuan Hak atas tanah, terdapat
beberapa pandangan bagi pentingnya pemerintah RI untuk melakukan
ratifikasi terhadap Konvensi ILO 169 ini pendapat tersebut cukup
beralasan bahwa untuk kepentingan mengisi kekosongan hukum khusus
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mengatur pengakuan dan perlindungan hak masyarakat hukum adat

sampai pada disahkannya RUU Masyarakat hukum adat di DPR RI maka

dimasukkannya konvensi ILO 169 ke dalam hukum nasional menjadi
suatu kebutuhan. Selain dalam konvensi ILO 169, perlindungan hak
masyarakat hukum adat juga diatur di dalam Deklarasi PBB tentang

Pengakuan Hak-Hak Masyarakat Adat. Yang disahkan Pada 13

September 2007 yang mana saat itu indonesia juga menjadi negara

pihak yanga turut menyetujui dan menandatangani deklarasi ini.

Ketentuan Internasional, yaitu Universal Declaration of Human
Rights (UDHR), International Covenant on Civil and Political Rights
(ICCPR), dan International Covenant on Economic, Social and Cultural
Rights (ECOSOC).

(Pasal 2 ayat (1) ICESCR 1966 dan kewajiban negara untuk
menjamin pelaksanaan hak-hak tersebut tanpa diskriminasi. (Pasal 2
ayat (2) ICESCR 1966. Selanjutnya dalam Pasal 11 ayat (2) ICESCR 1966
dikatakan : “Kewajiban negara untuk memperbaiki produksi, konservasi
dan distribusi pangan”, dalam hal ini salah satunya adalah hak atas
tanah.

Penegasan hak-hak kolektif masyarakat Adat atas tanah ulayatnya
lebih jelas diatur dalam Deklarasi PBB tentang pengakuan dan
perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat (UNDRIP 2007) Pasal 26 :

1. Masyarakat adat memiliki hak atas tanah, wilayah dan sumber daya
yang mereka miliki, tempati atau gunakan atau mereka peroleh
secara tradisional;

2.  Masyarakat adat memiliki hak untuk memiliki, menggunakan,
mengembangkan dan mengontrol tanah, wilayah dan sumber daya
yang mereka miliki atas dasar kepemilikan tradisional atau yang
mereka duduki atau gunakan, sebagaiman yang mereka miliki atau
sebaliknya mereka peroleh;

3. Negara akan memberikan pengakuan hukum dan perlindungan atas
tanah-tanah, wilayah-wilayah dan sumber daya-sumber daya ini.
Pengakuan tersebut akan dilakukan dengan menghormati adat
istiadat, tradisi-tradisi dan sistem kepemilikan tanah pada
masyarakat adat yang bersangkutan.

Bila dibandingkan dengan pengakuan hak masyarakat hukum adat
atas tanah ulayatnya sebagaiman yang diatur dalam Konvensi ILO 1998.
Maka pengaturan mengenai pengakuan dan perlindungan hak
masyarakat hukum adat atas tanah ulayat dalam deklarasi PBB UNDRIP
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Tahun 2007 lebih tegas dan jelas mengariskan, pengaturan mengenai
pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat
atas tanah ulayatnya.

Namun pada praktiknya walau telah ada peraturan-peraturan
hukum yang memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-
hak masyarakat hukum adat atas tanahnya, bukan berarti secara serta
merta/otomatis hak-hak masyarakt hukum adat atas tanah ulayatnya
terlindungi walaupun anggota masyarakat hukum adat yang
bersangkutan telah secara terus menerus menepati dan mengusahakan
tanah ulayatnya. Hal ini dapat terlihat bahwa pada akhir-akhir ini begitu
banyak munculnya kasus-kasus sengketa tanah /lahan yang melibatkan
masyarakat hukum adat dengan pemerintah maupun dengan
perusahaan/investor sehingga berujung pada timbulnya konflik
horizontal dan vertikal juga tak jarang berujung pada tindak
kekerasan/pembunuhan.menyikapi hal tersebut maka perlu dicari
langkah-langkah konktrit bagi upaya penyelesaian dan mengurangi
potensi konflik yang mungkin akan muncul. Beberapa tawaran
pemikiranpun terus berdatagan dari para ahli hukum dan para ahli
pertanahan nasional, diantaranya adalah mendorong pemerintah untuk
segera melakukan pembahasan dan pengesahann terhadap RUU
Masyarakat ~Hukum Adat, dan diharapkan dalam RUU tersebut
terdapat pengaturan mengenai (4) empat persyaratan konstitusional
yang harus dipenuhi agar suatu masyarakat hukum adat atau
masyarakat tradisional dapat memperoleh legal standing khusunya bila
masyarakat (hukum) adat hendak melakukann upaya hukum untuk
melindungi eksistensi hak atas tanah ulayatnya. Berbicara mengenai
legal standing masyarakat hukum adat dalam upaya melindungi haknya
pada prinsipnya telah ada diatur pada pasal 51 ayat (1) UU No 24 Tahun
2004 tentang Mahkamah Konstitusi/MK namun untuk memastikan
eksistensi masyarakat hukum adat,masih diperlukan pemenuhan
beberapa syarat minimal. Adapun syarat-syarat yuridis yang harus
dipenuhi agar suatu kelompok masyarakat dapat dikategorikan sebagai
masyarakat hukum adat adalah :

(1) sepanjang masih hidup, (2) sesuai dengan perkembangan
masyarakat, (3) sesuai dengan prinsip-prinsip Negara Kesatuan RI (4)
diatur dengan Undang-Undang.

Pada hakikatynya. Penentuan empat (4) syarat yang harus
dipenuhi oleh suatu kesatuan kelompok masyarakat Adat. Untuk dapat
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dikategorikan sebagai masyarakat hukum adat, masih dalam bentuk
rangkuman dari berbagai hasil penafsiran yang bersumber dari UUD
1945 amandemen ke II, UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU No
24 tahun 2003 tentang MK/. Jadi pengaturan-pengaturan tersebut
masih bersifat parsial (tersebar),dan belum dalam bentuk integrasi
dalam bentuk kesatuan peraturan perundang-udangan yang khusus
mengatur mengenai masyarakat hukum adat. Sementara untuk
menentukan hubungan masyarakat hukum adat terhadap tanah
ulayatnya terdapat beberapa pemikiran yang mengariskan penentuan
syarat-syarat yang harus terpenuhi untuk mengakui eksistensi
hubungan masyarakat hukum adat terhadap tanahnya, beberapa syarat-
syarat tersebut diantaranya:

1. Terdapat masyarakat adatnya sebagai pemegang hak komunal
tradisional atas tanah secara turun menurun;

2. Ada pemimpin adat/perangkat pemimpin adat yang melaksanakan
ketentuan-ketentuan hak tersebut;

3. Apa yang dilaksanakan, terutama menyangkut tanah ditetapkan
dan diperintahkan pimpinan adat masih ditaati oleh warga
masyarakat yang bersangkutan;

4. Terdapat kesadaran bahwa tanah komunal tradisional adalah tanah
bersama sehingga harus dipelihara dan dipertahankan secara
bersama-sama;

5. Adanya masyarakat hukum adat yang memenuhi ciri-ciri tertentu
sebagai subyek ulayat;

6. Adanya tanah ulayat/wilayah dengan batas-batas tertentu sebagai
lebensraum yang merupakan obyek hak ulayat;

Pengakuan terhadap legal standing masyarakat hukum adat
sangat menentukan posisi tawar/bargaining dari masyarakat hukum
adat atas pengakuan eksistensi dan hak-haknya. Hubungan antara
masyarakat hukum adat dengan wilayahnya memiliki arti penting untuk
menentukan keberadaan masyarakat hukum adat pada suatu wilayah
tertentu hal ini juga berisiko munculnya konflik kepentingan atas
penguasaan dan pengelolaan wilayah masyarakat hukum adat apalagi
bila kita berhadapan dengan peraturan hukum/undang-undang yang
memberikan hak kepada negara berkaitan dengan Hak menguasai
negara atas bumi, air dan kekayaan didalamnya salah satunya adalah
penguasaan negara atas land/tanah salah satu ditandai dengan
disahkannya UU No 41 Tahun 1999 tentang kehutanan tepatnya pada
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Pasal 5 sebagaiman telah dinyatakan sebelumnya bahwa “Hutan negara
termasuk juga hutan adat” ketentuan ini bisa menimbulkan banyak
penafsiran bisa saja dengan ketentuan tersebut karena semua hutan
termasuk hutan adat yang berada di wilayah Indonesia adalah hutan
negara maka negara dapat betindak sepihak dalam memberikan ijin
pengelolaan/penguasaan hutan yang ada pada wilayah tertentu
walaupun harus mengabaikan keberadaan dan hak-hak masyarakat
hukum adat.

Kebijakan pemerintah yang memberikan ijin sepihak kepada
investor tanpa adanya pelibatan masyaraka hukum adat yang menurut
kenyataan/ de facto telah memenuhi unsur legal standing merupakan
bentuk pelanggaran yang dilakukan negara terhadap warganya yaitu
hak masyarakat hukum adat atas tanahnya/teritorialnya, oleh karena
itu pemenuhan unsur defacto atas keberadaan masyarakat hukum adat
saja belumlah cukup kuat bila dihadapkan pada kondisi-kondisi yang
menuntut agar masyarakat hukum adat menjadi pihak dalam
perjanjian /kesepakatan dalam  proses  pemberian  konsesi
pengelolaan/penguasaan atas tanahnya kepada pihak investor.
Langkah-langkah penagamanan hukum. de Jure perlu dilakukan oleh
masyarakat hukum adat yang bersangkutan melalui perangkat
pemimpin adat mengajukan permohonan kepada pemerintah daerah
setempat dalam rangka untuk menginventarisasi dan indentifikasi
terhadap keberadaan masyarakat hukum adat pada ssuatu wilayah
kabupaten/kota. Upaya ini penting dilakukan oleh masyarakat hukum
adat untuk memperlancar, membantu dan mendorong pemerintah
daerah setempat menerbitkan dan memberlakukan PERDA tentang
masyarakat hukum adat dan PERDA tentang Tanah Ulayat. Keberadaan
perda tersebut sangat menjadi suatu kebutuhan bagi proses
permohonan legalisasi guna memberikan 